
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa guna terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu 
di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah 
Kabupaten Tegal, maka perlu pengaturan pendelegasian 
penandatangan perizinan dan non perizinan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal 
tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan 
Perizinan dan Non Perizinaan di Kabupaten Tegal; 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TEGAL 
NOMOR ~ TAHUN 2016 

PROVINS! JAWA TENGAH 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pin tu; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 17); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, 
Tarnbafrari Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23); 



3 

KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL 

PENDELEGASIAN TENTANG BUPATI Menetapkan PERATURAN 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga 
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 
2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 24); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tega! N omor 9 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 33); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Lembaga Lain Kebupaten Tega! [Lernbaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 80); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tega! Nomor 81); 
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( 1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Ka bu paten 
Tegal dilaksanakan secara terpadu satu pintu. 

(2) Penyelenggaraan PrSP di Kabupaten Tega! dilaksanakan oleh SKPD yang 
membidangi perizinan dan non perizinan. 

Pasal 2 

BAB II 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tegal. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 
tertentu di Kabupaten Tegal. 

5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan 
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan 
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

6. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang sebagai syarat/bukti untuk 
mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha 
dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lain. 

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku 
usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan perizinan. 

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang 
mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang 
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap 
terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 6); 

b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2012 ten tang Perubahan Lampiran 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penandatangan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 30). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pelayanan perizman dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Bupati ini yang permohonannya diajukan sebelum 
Peraturan Bupati ini diberlakukan, masih menjadi kewenangan SKPD yang 
sebelumnya menyelenggarakan perizinan dan non penzman, sebelum 
didelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan perizinan dan non 
perizinan. 

Pasal 5 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan 
dan non perizinan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan 
perizinan dan non perizinan. 

(2} Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non 
perizinan memiliki kewenangan menandatangani dokumen perizinan 
dengan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait dan melaporkan 
kepada Bupati. 

Pasal 4 

BAB IV 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

(1) Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal terdiri dari perizinan dan 
non perizinan yang dipungut retribusi dan tidak dipungut retribusi. 

(2) Perizinan dan Non Perizinan yang dipungut retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari : 
a. Izin Mendirikan Bangunan; 
b. Izin Gangguan; 
c. Izin trayek; dan 
d. Izin Usaha Perikanan; 
e. Sertifikat laik Sehat; 
f. Sertifikat P-IRT; 

(3} Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
semua bentuk perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

BAB III 
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 



6 

HARON BAGAS PRAKOSA 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 24 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal \~ hfrT,/r J,of~ 

Ditetapkan di Slawi 
pada tangga1 t{{ MfJ.' t- ~rt 

I BUP TI TEGAL,j... 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2016. 

Pasal 8 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang 
menyelenggarakan pelayanan perizinan. 

Pasal 7 
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